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The purpose of this study was to know compatibility planning documents of forest production 
management with techniques and field conditions. The research was conducted at Production 
Forest Management Unit (KPHP) Model Dampelas Tinombo, Donggala Regency, Central 
Sulawesi. Study was done by survey and explorative-description methods with qualitative 
approach. The results showed that documents of forest production management of KPHP Model 
Dampelas Tinombo compatible with Pedoman Petunjuk Teknis Dirjen Planologi Kehutanan 
Nomor: P.5/VII-WP3H/2012. Further, communities had high understanding on the planning of 
forest production management of KPHP Model Dampelas Tinombo. 




Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) Model Dampelas Tinombo dibentuk 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: SK. 792/Menhut-II/2009 tanggal 7 
Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) Model Dampelas Tinombo 
Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi 
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Di dalam 
Rancang bangun KPHP Model Dampelas 
Tinombo Luas Wilayah kerja sejumlah 
103.208,66 Ha dengan luasan dominan fungsi 
Hutan Produksi ± 74.747,13 Ha atau 74% dari 
luas keseluruhan (UPT KPH Dampelas 
Tinombo, 2012). 
KPHP Dampelas Tinombo adalah wilayah 
pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok 
dan peruntukannya yang dapat dikelola secara 
efisien dan lestari dari luas wilayahnya 
seluruh atau sebagian besar terdiri dari 
kawasan hutan produksi (Suprianto, 2012) 
Penyelenggaran pengelolaan hutan meliputi 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, 
Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi 
Hutan dan Reklamasi serta Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam.  
Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, 
implementasi kebijakan prioritas 
pembangunan yang kelima yaitu Pemantapan 
Kawasan Hutan yang dilaksanakan melalui 
Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi 
Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya 
Alam dan Lingkungan Hidup. 
Kegiatan‐kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan Program Pemantapan 
Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 
adalah Pengukuhan dan Penatagunaan 
Kawasan Hutan dan pembentukan wilayah 
pengelolaan dan perubahan kawasan hutan 
dengan kegiatan utama pembangunan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
(RENSTRA Kemenhut, 2010-2014). 
Pembentukan Unit KPHP Dampelas 
Tinombo merupakan suatu wadah KPH dalam 
menjalankan salah satu kegiatan penting dan 
strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan 
hutan, proses perencanaan/penyusunan desain 
kawasan hutan, yang didasarkan atas fungsi 
pokok dan peruntukannya, dalam upaya 
mewujudkan pengelolaan hutan lestari 
(Kartodihardjo dkk, 2011). Sebuah 
kelembagaan KPH, dalam operasionalnya 
membutuhkan sebuah dokumen perencanaan 
yang baik. Hal ini diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 
Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan 
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Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP). 
Saat ini KPHP Dampelas Tinombo telah 
memiliki dokumen rencana pengelolaan. 
Dokumen tersebut yang dijadikan pedoman 
dalam pengelolaannya. Rencana Pengelolaan 
KPHP Model Jangka Panjang yang dibuat, 
mengakomodir strategi dan kelayakan 
pengembangan pengelolaan hutan ditinjau 
dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan 
penataan kelembagaan.   
Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah: “Apakah rencana kelola yang telah 
disusun sesuai dengan kriteria dan kondisi 
lapangan”. 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kesesuaian dokumen rencana 
kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) dengan pedoman teknis dan kondisi 
lapangan.  Kegunaan penelitian ini adalah 
untuk memberikan masukan dalam rangka 
penyempurnaan pelaksanaan kesesuaian 
rencana kelola di Kesatuan Pengelolaan Hutan 





Penelitian ini bersifat “eksploratif-
deskriptif“ dengan metode survei dan 
pendekatan kualitatif, metode penelitian ini 
menurut Irawan (2007) dalam Prayudi Yusuf 
(2009) menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen utama untuk mengumpulkan data 
dan pengamatan langsung di lapangan.  
Melalui metode tersebut penelitian dilakukan 
dengan tujuan untuk mengeksplorasi 
fenomena yang menjadi sasaran dan dapat 
menggambarkan variabel yang diteliti tanpa 
dilakukan analisis dalam keterkaitannya 
dengan variabel lainnya (Kuntjojo, 2009). 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 
2013 sampai dengan bulan September 2013 
bertempat di kawasan hutan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 
Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala, 
Provinsi Sulawesi Tengah.  
 
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan 
Sampel 
Populasi penelitian ini adalah komunitas 
masyarakat yang berada di sekitar wilayah 
blok pemberdayaan masyarakat pada 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) Dampelas Tinombo. Sedangkan 
sampel penelitian ini yaitu masyarakat yang 
beraktivitas di sekitar dan di dalam lokasi 
yang masuk ke dalam rencana blok 
pemberdayaan masyarakat. 
Jumlah responden ditentukan secara 
sengaja sebanyak 30 orang, dengan 
pertimbangan ilmiahnya: (a) mereka 
melakukan aktivitas pemanfaatan lahan di 
kawasan hutan, khususnya di lokasi yang 
masuk ke dalam blok pemberdayaan; (b) 
mereka terlibat atau sedikitnya mengetahui 
tentang keberadaan KPHP; (c) bersedia untuk 
diwawancarai atau dijadikan responden 
penelitian ini. 
Jenis dan Sumber Data 
Menurut Tjalla Awaluddin Data primer 
adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung oleh orang yang melakukan 
penelitian. Data meliputi: data tutupan lahan, 
data potensi sumberdaya hutan dan topografi 
wilayah, serta data sikap masyarakat terhadap 
rencana kelola KPHP Dampelas Tinombo 
Kabupaten Donggala. 
Data Sekunder merupakan informasi yang 
dikumpulkan bukan untuk kepentingan studi 
yang sedang dilakukan saat ini tetapi untuk 
beberapa tujuan lain (Jhon Hendri, 2009). 
Data sekunder diperoleh melalui kajian 
literatur dan data-data yang akurat mengenai 
sinergitas yang menyangkut dengan rencana 
pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi (KPHP) Dampelas Tinombo 
Kabupaten Donggala, dengan kondisi di 
lapangan serta sumber lain yang relevan.  
Teknik pengambilan dan pengumpulan 
data 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
wawancara terbuka dengan menggunakan 
kuesioner, observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Observasi menurut Hadi (1990) 
dalam Karisun (2010) yaitu metode ilmiah 
yang dilakukan dengan cara pengamatan 
langsung dan pencatatan dengan sistematik 
fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut 
Suharsimi Arikunto (1998) dalam Rosmalinda 
(2011), penelitian dokumentasi 
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(documentation research) yaitu 
mengumpulkan data-data yang terkait dengan 
fokus penelitian yang berasal dari sumber 
utamanya (obyek penelitian). Wawancara 
dilakukan secara terbuka dengan responden 
melalui teknik door to door. Selain itu, 
dilakukan pula wawancara mendalam dengan 
beberapa informan kunci, untuk melakukan 
verifikasi terhadap data dan informasi yang 
diperoleh dari hasil wawancara responden dan 
pengamatan lapangan.   
Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpulkan baik itu data 
primer maupun data sekunder akan ditabulasi 
untuk selanjutnya diolah (dipilah, 
dikelompokkan, dan diklasifikasi) 
berdasarkan tujuan analisis.  
Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif  yang  meliputi : 
1) Analisis Tutupan Lahan  
2) Analisis Komparasi  
3) Analisis Implementasi.  Kriteria yang 
digunakan antara lain: kriteria Blok 
Pemberdayaan Masyarakat (Direktorat 
Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal 
Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2012) 
 
No.            Kriteria                      Kondisi 
                                                     Eksisting 
1. Kesesuaian dengan  
    RKTN/RKTP/RKTK              S    KS   TS 
2. Potensi hasil hutan  
    kayu rendah   S    KS    TS 
3. Areal yang tidak berhutan S    KS    TS 
4. Terdapat ijin  
     pemanfaatan hutan  S    KS    TS 
5.  Arealnya dekat  
     masyarakat   S    KS    TS 
4) Skala Likert  
Skala Likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
sekelompok tentang kejadian atau gejala 
sosial. (Riduwan & Kuncoro, 2007). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kondisi Eksisting Perencanaan 
Pengelolaan KPHP Dampelas Tinombo  
Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang 
meliputi: Tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; 
penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan 
reklamasi hutan; perlindungan hutan dan 
konservasi alam. Rencana pengelolaan hutan 
jangka panjang adalah rencana pengelolaan 
hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 
10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah 
pembangunan KPH. Memperhatikan kondisi 
KPHP Model Dampelas Tinombo saat ini dan 
kondisi yang diharapkan sepuluh tahun 
mendatang, maka rencana pengelolaan hutan 
pada areal seluas 112.634 ha ini memuat 
rencana strategis selama jangka waktu rencana 
pengelolaan hutan, baik di kawasan hutan 
produksi (HPT dan HP) maupun di kawasan 
hutan lindung (HL). Rencana pengelolaan 
KPHP model Dampelas Tinombo dalam 
sepuluh tahun kedepan diarahkan pada 
pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi 
dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan 
lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan 
produksi meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; 
(b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) 
Pemanfaatan hasil hutan kayu; (d) 
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (e) 
Pemungutan hasil hutan bukan kayu. 
Selanjutnya pemanfaatan hutan di kawasan 
hutan lindung meliputi: (a) Pemanfaatan 
kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; 
(c) Pemungutan hasil hutan  bukan kayu 
(Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 
XVI Palu, 2012). 
Pemanfaatan blok pemberdayaan 
masyarakat, khususnya kawasan yang ada di 
Desa Karya Mukti, Malonas dan Desa 
Ogoamas telah lama diakses oleh masyarakat. 
Bahkan telah terbentuk kelompok tani, baik 
yang dufasilitasi Pemerintah maupun swdaya. 
Luas lahan yang telah diakses oleh 
masyarakat disajikan pada Tabel 4.  
Tabel 4.   Penggunaan kawasan melalui    
pemberdayaan masyarakat 
No.   Desa               Tahun                  Jenis          Ket 
                      2011 2012 2013      Tanaman     
                      (Ha)  (Ha)  (Ha)          
1. Karya           90    100    150         Karet 
Mukti 
2. Lembah        ─     150    200         Karet 
Mukti 
3. Malonas       ─      ─      200         Karet 
                                         50         Jabon 
Jumlah         90     250    600 
Tabel 4. menjelaskan bahwa setiap 
kelompok tani terdiri atas 25 orang, dimana 
masing-masing orang menguasai lahan seluas 
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2 Ha. Jarak Penanaman setiap hektar 5 × 5 m, 
sehingga terdapat 250 pohon per hektarnya. 
Data rencana pengelolaan KPHP Dampelas 
Tinombo menjelaskan bahwa pemberdayaan 
masyarakat di wilayah KPHP Model 
Dampelas Tinombo dapat dilakukan melalui 
pemberian bantuan dana pembinaan, 
penyuluhan dan sosialisasi, bimbingan teknis 
dan pelatihan, serta pemberian areal hak 
pengelolaan lahan hutan secara khusus di 
wilayah KPHP. 
Pemberian areal hak pengelolaan lahan 
dalam wilayah KPHP dimungkinkan karena 
sejak puluhan tahun silam telah melakukan 
usahatani lahan kering, bahkan ada beberapa 
lokasi telah dihuni oleh penduduk setempat. 
Selain itu, sejak ratusan tahun silam, telah ada 
komunitas penduduk asli suku Lauje dan suku 
Tajio yang tinggal dan mencari pencaharian 
hidup di kawasan hutan ini dengan pola 
permukiman terpencar. Karena itu komunitas 
adat terpencil (KAT) suku Lauje dan suku 
Tajio perlu diberi ruang hidup di kawasan 
hutan ini karena merupakan asset budaya 
lokal asli yang patut dilestarikan. Program 
pemberdayaan yang diberikan selama ini oleh 
Pemda melalui Dinas Sosial adalah 
pemberdayaan komunitas adat terpencil 
(KAT) etnis Lauje dan Tajio. 
1)  Akses Pemanfaatan Kawasan Hutan Bagi 
Komunitas Adat Terpencil Suku Lauje dan 
Tajio (KAT Lauje-Tajio) Penunjukan areal 
bagi KAT Lauje dan Tajio di wilayah 
KPHP Model Dameplas Tinombo 
Kecamatan Tinombo dimaksudkan untuk 
melestarikan adat istiadat suku Lauje dan 
Tajio yang tergolong masih asli. Etnis 
Lauje dan Tajio di wilayah Kabupaten 
Parigi Moutong adalah dua etnis besar 
yang mendiami hutan-hutan di wilayah ini.  
Diharapkan dengan adanya alokasi 
lahan untuk etnis Lauje dan Tajio di 
wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo, 
eksistensi etnis ini dapat dipertahankan. 
Selain itu dapat memberi kemudahan bagi 
pengelola KPHP dalam melakukan 
pembinaan etnis Lauje dan Tajio untuk 
hidup layak, seperti pembinaan dalam 
bertani menetap, teknik-teknik budidaya 
tanaman pertanian dan kehutanan, 
pengolahan dan pemanfaatan hasil-hasil 
pertanian dan kehutanan, serta 
mempromosikan adat istiadat etnis Lauje 
dan Tajio dalam kerangka wisata sejarah 
dan budaya lokal dan wisata alam. 
Pengelola KPHP dalam melakukan 
pembinaan terhadap etnis Lauje dan Tajio 
dapat menjalin kerjasama dengan Pemda 
Kabupaten dan Pemda Provinsi melalui 
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata. 
Dalam kaitan tersebut, etnis Lauje dan 
Tajio yang bermukim di kawasan hutan di 
wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo 
adalah salah satu komunitas adat di 
Sulawesi Tengah yang perlu mendapatkan 
pengukuhan berupa pengakuan dan 
perlindungan atas identitas dan hak-hak 
tradisional mereka, termasuk di dalamnya 
hak sipil politik dan hak ekonomi dan 
sosial budaya. 
2)  Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu Pada Hutan Kemasyarakatan 
(HKm).  
Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan 
dimaksudkan untuk pengembangan 
kapasitas dan pemberian akses terhadap 
masyarakat setempat dalam mengelola 
hutan secara lestari guna menjamin 
ketersediaan lapangan kerja bagi 
masyarakat setempat untuk memecahkan 
persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi 
di masyarakat. 
Hutan kemasyarakatan bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat melalui pemanfaatan sumber daya 
hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan 
dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan 
dan lingkungan hidup. Ruang lingkup 
pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi: a. 
penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan; 
b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan; c. 
hak dan kewajiban; d. pembinaan, 
pengendalian dan pembiayaan; e. sanksi.  
Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan hasil hutan bukan kayu pada hutan 
kemasyarakatan (UPHHBK-HKm) di wilayah 
KPHP Model Dampelas Tinombo berada 
hampir di seluruh wilayah desa. 
Sesuai Permenhut No. P. 37/Menhut-
II/2007 jo. P.18/Menhut-II/2009 jo. 
P.13/Menhut-II/2010 Tentang Hutan 
Kemasyarakatan dalam Rahmina, dkk (2011), 
dijelaskan beberapa hal yang perlu dipahami 
dan diikuti dalam penyelenggaraan HKm 
sebagai berikut: 
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1. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara 
yang pemanfaatan utamanya ditujukan 
untuk memberdayakan masyarakat 
setempat. 
2. Pemberdayaan Masyarakat setempat 
adalah upaya untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat 
setempat untuk mendapatkan manfaat 
sumberdaya hutan secara optimal dan adil 
melalui pengembangan kapasitas dan 
pemberian akses dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
setempat. 
3. Izin usaha pemanfaatan hutan 
kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat 
IUPHKm, adalah izin usaha yang 
diberikan untuk memanfaatkan sumber 
daya hutan pada kawasan hutan produksi. 
4. Untuk melaksanakan azas 
penyelenggaraan HKm digunakan prinsip: 
a) Tidak mengubah status dan fungsi 
kawasan hutan; 
b) Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya 
dapat dilakukan dari hasil kegiatan 
penanaman; 
c) Mempertimbangkan keanekaragaman 
hayati dan keanekaragaman budaya; 
d) Menumbuhkembangkan 
keanekaragaman komoditas dan jasa; 
e) Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang berkelanjutan; 
f) Memerankan masyarakat sebagai 
pelaku utama; 
g) Adanya kepastian hukum; 
h) Transparansi dan akuntabilitas publik; 
i) Partisipatif dalam pengambilan 
keputusan. 
3)  Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu pada Hutan Desa 
Penyelenggaraan hutan desa 
dimaksudkan untuk memberikan akses 
kepada masyarakat setempat melalui 
lembaga desa dalam memanfaatkan 
sumberdaya hutan secara lestari. 
Penyelenggaraan hutan desa bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat secara berkelanjutan. 
Rencana penyelenggaraan hutan di wilayah 
KPHP Model Dampelas Tinombo 
mencapai luas 4.000 ha pada 40 desa yang 
berbatasan langsung dengan wilayah 
KPHP. Luas areal hutan desa yang 
dilokasikan pada setiap desa sasaran 
adalah 100 ha. Fungsi hutan yang menjadi 
sasaran penyelenggaraan hutan desa adalah 
hutan produksi (HPT dan HP). Kondisi 
tutupan lahan hutan yang direncanakan 
untuk hutan desa adalah hutan 
sekunder/log over area (LOA), areal tidak 
berhutan, dan semak belukar. 
Dalam Permenhut No. P.53/Menhut-
II/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa 
dalam Rahmina, dkk (2011) terdapat beberapa 
pengertian dan ketentuan yang harus dipahami 
dalam proses pengusulan hutan desa sebagai 
berikut:  
1. Hutan Desa adalah hutan negara yang 
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan desa serta belum dibebani 
izin/hak. 
2. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang 
selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah 
lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa yang bertugas 
untuk mengelola Hutan Desa yang secara 
fungsional berada dalam organisasi desa 
dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Desa. 
3. Areal kerja hutan desa adalah satu 
kesatuan hamparan kawasan hutan yang 
dapat dikelola oleh lembaga desa secara 
lestari. 
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
dalam hutan desa adalah izin usaha yang 
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan 
berupa kayu dalam hutan desa pada hutan 
produksi melalui kegiatan penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. 
5. Hak pengelolaan hutan desa bukan 
merupakan hak kepemilikan atas kawasan 
hutan, dan dilarang memindahtangankan 
atau mengagunkan, serta mengubah status 
dan fungsi kawasan hutan. Hak 
pengelolaan hutan desa dilarang digunakan 
untuk kepentingan lain di luar rencana 
pengelolaan  
hutan dan harus dikelola berdasarkan 
kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari. 
6. Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa 
diajukan oleh Lembaga Desa kepada 
Gubernur melalui Bupati/walikota dengan 
melampirkan persyaratan: a. peraturan 
desa tentang penetapan lembaga desa; b. 
surat pernyataan dari kepala desa yang 
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menyatakan wilayah administrasi desa 
yang bersangkutan yang diketahui camat; 
c. Luas areal kerja yang dimohon; dan d. 
rencana kegiatan dan bidang usaha 
lembaga desa. 
Beberapa literatur menjelaskan bahwa 
Blok Pemberdayaan Masyarakat di dalam 
wilayah KPH merupakan blok yang telah ada 
aktivitas  pemberdayaan masyarakat antara 
lain HKm, Hutan Desa, HTR dan yang akan 
difungsikan sebagai areal yang direncanakan 
untuk upaya pemberdayaan masyarakat. 
Tentunya wilayah tersebut harus sesuai 
dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan 
dari proses Tata Hutan, dan sesuai dengan 
RKTN/RKTP/RKTK, yang ditujukan bagi  
pengembangan pengusahaan hutan skala 
kecil. Selain itu, kawasannya mempunyai 
potensi hasil hutan kayu rendah, merupakan 
areal tidak berhutan, arealnya dekat 
masyarakat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bentuk pemanfaatan kawasan yang ada di 
lapangan adalah perkebunan masyarakat 
setempat,  yang ada sebelum tahun 2009, atau 
bersamaan dengan terbentuknya KPHP 
Dampelas Tinombo. Potensi hasil hutan kayu 
rendah, yang dicirikan oleh: (a) areal yang 
tidak berhutan; (b) lokasinya dekat 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan. 
Namun, di lokasi ini tidak terapat izin 
pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), 
Hutan Desa maupun Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR).  
Dengan demikian dari kriteria yang ada 
hanya beberapa yang sesuai dengan pola 
pengelolaan hutan produksi, di antaranya: (a) 
memiliki potensi hasil hutan kayu rendah;  (b) 
arealnya tidak berhutan; (c) lokasinya dekat 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan. 
Kriteria yang tidak atau belum sesuai adalah : 
rencana pengelolaan yang disusun belum 
sinkron dengan program 
RKTN/RKTP/RKTK. Hal ini disebabkan 
karena saat penyusunan rencana kelola KPHP 
Dampelas Tinombo,kebijakan RKTN/RKTP. 
Meskipun demikian, persyaratan terhadap 
kesesuaian dari sisi blok pemberdayaan 
masyarakat telah sesuai dengan Petunjuk 
Teknis Tata Hutan. 
Respon Masyarakat Terhadap Kesesuaian 
Rencana Kelola  
Kajian respon masyarakat diarahkan pada 
sikap masyarakat terhadap eksistensi blok 
pemberdayaan untuk pengembangan beberapa 
pola-pola sesuai dokumen rencana kelola 
seperti: Pengembangan HKm, Hutan Desa 
(HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).  dan 
kesesuaian dengan ekisting lokasi. Hasil 
rekapitulasi disajikan pada Tabel 7. 
Tabel 7. Jawaban Responden 
No. Jawaban Responden sesuai dengan 
Kuesioner 
Jumlah Keterangan 
 S KS TS   
1. 24 6 - 30  
2. 17 9 2 28 2 tidak menjawab 
3. 28 2 - 30  
4. 14 12 - 26 4 tidak menjawab 
5. 29 - 1 30  
6. 30 - - 30  
7. 24 6 - 30  
8. 23 4 1 28 2 tidak menjawab 
9. 30 - - 30  
10. 21 7 1 29 1 tidak menjawab 
11. 28 2 - 30  
12. 18 9 - 26 4 tidak menjawab 
13. 25 2 1 28 2 tidak menjawab 
14. 27 2 1 30  
15. 24 3 1 28 2 tidak menjawab 
16. 18 9 - 26 4 tidak menjawab 
17. 25 4 - 29 1 tidak menjawab 
18. 25 3 - 28 2 tidak menjawab 
19. 22 7 1 30  
20. 28 2 - 30  
21. 27 3 - 30  
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22. 25 5 - 30  
23. 29 1 - 30  
24. 19 9 1 29 1 tidak menjawab 
25. 18 7 3 28 2 tidak menjawab 
26. 14 8 6 28 2 tidak menjawab 
27. 10 11 7 28 2 tidak menjawab 
28. 8 13 5 27 3 tidak menjawab 
29. 19 10 - 29 1 tidak menjawab 
30. 15 8 4 27 3 tidak menjawab 
31. 25 5 - 30  
32. 6 12 11 29 1 tidak menjawab 
33. 28 2 - 30  
Dari tabel di atas jawaban responden 
terhadap kuesioner item no.6 menyatakan 
setuju (S) sejumlah 30 orang atau 100%. 
Untuk item no.6 pernyataannya adalah: 
Rehabilitasi hutan sangat diupayakan untuk 
memulihkan mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi hutan sehingga daya 
dukung produktifitas dan peranannya dalam 
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap 
terjaga. Dengan demikian pernyataan ini dapat 
diketahui bahwa responden sudah menyadari 
akan pentingnya keamanan hutan dengan 
melaksanakan rehabilitasi hutan yang 
kondisinya tidak berhutan sehingga perannya 
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap 
terjaga.  
 Peraturan Pemerintah No.76 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang 
mengatur Penyelenggaraan Rehabilitasi serta 
Reklamasi hutan yang mengatur 
penyelenggaraan rehabilitasi serta reklamasi 
hutan pada semua fungsi hutan serta areal 
penggunaan lain, pembagian kewenangan dan 
kewajiban bagi pemerintah, pemerintah 
daerah serta pemegang ijin kawasan untuk 
melakukan penyelenggaraan RHL yang 
mencakup perencanaan dan pengendalian. 
 Pernyataan no.28 (KS) sejumlah 13 orang 
atau 56% bahwa areal KPH Dampelas 
Tinombo sangat baik apabila berdekatan 
dengan pemukiman. Hal ini sudah sesuai 
dengan kriteria Blok Pemberdayaan 
Masyarakat sesuai Peraturan Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan No: P 5/VII-WP3H/2012 
tanggal 14 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan pada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP). 
 Dari tabel di atas jawaban responden 
terhadap kuesioner no.6 menyatakan setuju 
(S) sejumlah 30 orang atau 100%. Untuk item 
no.6 pernyataannya adalah: Rehabilitasi hutan 
sangat diupayakan untuk memulihkan 
mempertahankan dan meningkatkan fungsi 
hutan sehingga daya dukung produktifitas dan 
peranannya dalam mendukung sistem 
penyangga kehidupan tetap terjaga. Dengan 
demikian pernyataan ini dapat diketahui 
bahwa responden sudah menyadari akan 
pentingnya keamanan hutan dengan 
melaksanakan rehabilitasi hutan yang 
kondisinya tidak berhutan sehingga perannya 
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap 
terjaga.  
 Peraturan Pemerintah No.76 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang 
mengatur Penyelenggaraan Rehabilitasi serta 
Reklamasi hutan yang mengatur 
penyelenggaraan rehabilitasi serta reklamasi 
hutan pada semua fungsi hutan serta areal 
penggunaan lain, pembagian kewenangan dan 
kewajiban bagi pemerintah, pemerintah 
daerah serta pemegang ijin kawasan untuk 
melakukan penyelenggaraan RHL yang 
mencakup perencanaan dan pengendalian. 
 Pernyataan no.28 (KS) sejumlah 13 orang 
atau 56% bahwa areal KPH Dampelas 
Tinombo sangat baik apabila berdekatan 
dengan pemukiman. Hal ini sudah sesuai 
dengan kriteria Blok Pemberdayaan 
Masyarakat sesuai Peraturan Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan No: P 5/VII-WP3H/2012 
tanggal 14 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan pada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP). 
 Pernyataan no.32 (TS) sejumlah 11 orang 
atau 51% bahwa Keberadaan KPHP Dampelas 
Tinombo sangat berpengaruh negatif terhadap 
kegiatan masyarakat yang ada disekitar hutan, 
pernyataan negatif inilah yang tidak 
mendukung kegiatan masyarakat akan tetapi 
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sangat setuju apabila pernyataan positif karena 
masyarakat sudah merasakan dan menikmati 
adanya kegiatan KPHP Dampelas Tinombo 
berada ditengah-tengah masyarakat. 
 Hasil di atas menunjukkan bahwa  KPHP 
Dampelas Tinombo dalam melakukan 
Pengelolaan Wilayah kerja tidak mengacu 
pada RKTN/RKTP/RKTK. Peraturan Direktur 
Jenderal Planologi Kehutanan No. P. 5/VII-
WP3H/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) pada Bab.2 bagian (C) Pembagian 
Blok dan Petak No.7 dikatakan Arahan 
pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK harus 
menjadi acuan awal dalam proses merancang 
blok dan perlu penyelarasan antara arahan 
pemanfaatan (yang terdapat dalam 
RKTN/RKTP/RKTK) dengan rancangan 
pembagian blok. Dengan demikian bahwa 
pembentukan organisasi KPHP terlebih 
dahulu pada tahun 2009 kemudian 
diterbitkannya Peraturan Dirjen Planologi 
Kehutanan No. P. 5/VII-WP3H/2012 tanggal 
14 Mei 2012 (kurang lebih 3 tahun).  
Sementara itu, Blok Pemberdayaan 
Masyarakat bertentangan dengan Rencana 
Kerja Tingkat Nasional (RKTN), Rencana 
Kerja Tingkat Provinsi (RKTP) maupun 
dengan Rencana Kerja Tingkat Kabupaten 
(RKTK).  Sampai saat ini Rencana Kerja 
Tingkat Nasional (RKTN) belum diterbitkan 
oleh Kementrian Kehutanan apalagi RKTP 
dan RKTK belum juga selesai 
penyusunannya. Pedoman Petunjuk Teknis 
Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.5/ VII-
WP3H/ 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi (KPHP) digunakan sebagai 
acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 
Pedoman ini dapat digunakan pada tahun 2012 
setelah diterbitkannya Petunjuk Teknis Dirjen 






   Sementara itu, terkait tutupan lahan, 
eksisting Lokasi sesuai dengan Peta Tutupan 
Lahan, areal tersebut tidak berhutan karena 
sudah merupakan perkebunan masyarakat. 
Lokasi areal perkebunan kelompok tani tidak 
lagi berhutan oleh karena sebelum penunjukan 
Blok areal tersebut sudah dirambah terlebih 
dahulu oleh masyarakat setempat dengan 
membuka kebun coklat.  
      Terkait bentuk pemanfaatan yang 
diinginkan masyarakat, secara keseluruhan 
mereka merespon secara positif untuk 
program perkebunan karet. Berdasarkan 
perhitungan Kuesioner menyatakan rata-rata 
setuju (90,90%) apabila Pengelolaan Hutan 
Produksi KPHP Dampelas Tinombo 
mengacuh pada Peraturan yang berlaku baik 
dari Kementerian, Gubernur maupun Bupati 
dan peraturan lainnya sebagai pendukung 
dalam pelaksanaan kegiatan. 
 
KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Dokumen rencana kelola KPHP Dampelas 
Tinombo sudah mengacu pada Pedoman 
Petunjuk Teknis Dirjen Planologi 
Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 
tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 
pada KPHL & KPHP namun implementasi 
di lapangan tidak sepenuhnya mengacu 
pada dokumen tersebut. 
2. Sebagian besar masyarakat memiliki sikap 
positif terhadap KPHP Dampelas 
Tinombo, sebab bagi mereka KPH akan 
memberikan akses ekonomi yang lebih 
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